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MANTAN KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KUANTAN SINGINGI TERSANGKA DUGAAN KORUPSI PROYEK HOTEL 

 
 

 
Sumber gambar: 

https://news.detik.com/berita/d-7934814/dugaan-korupsi-laptop-kemendikbud-yang-anggarannya-hampir-rp-

10-t       

      

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuantan Singingi menetapkan mantan Ketua DPRD 

Kabupaten Kuansing, Muslim, sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyimpangan 

anggaran pembebasan lahan dan pembangunan Hotel Kuantan Singingi untuk tahun 

anggaran 2013 dan 2014. 

Penetapan tersangka dilakukan pada Senin (26/5/2025) berdasarkan Surat Penetapan 

Tersangka Nomor: B-1378/L.4.18/05/2025 yang ditandatangani Kepala Kejari Kuansing, 

Sahroni. 

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kuansing Andre Antonius 

menyampaikan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengumpulkan alat bukti 

yang cukup.  

Proses penyelidikan mencakup pemeriksaan terhadap sekitar 30 orang saksi, 

permintaan keterangan dari ahli pidana, serta audit kerugian negara oleh ahli keuangan. 

"Penetapan tersangka dilakukan setelah ekspose perkara bersama pimpinan di 

Kejaksaan Tinggi Riau. Hasilnya, ditemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan 

M sebagai tersangka," ujar Andre, Selasa (27/5/2025). 
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Andre menjelaskan, Muslim yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran 

DPRD Kuansing diduga mengesahkan anggaran proyek tanpa pembahasan bersama 

anggota dewan lainnya. 

Ia juga menyetujui anggaran proyek pembangunan hotel tanpa pembentukan Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan tanpa peraturan daerah (perda) tentang penyertaan 

modal, yang merupakan syarat utama dalam pelaksanaan proyek tersebut. 

Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 152 dan 153. 

Selain itu, tersangka diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2018 tentang Pedoman Tata Tertib DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, Pasal 21 dan Pasal 54. 

Atas perbuatannya, Muslim disangkakan melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 dan 

Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini Muslim belum ditahan. 

Andre menyatakan bahwa hak-hak tersangka, termasuk pendampingan hukum, harus 

dipenuhi terlebih dahulu sebelum penahanan dilakukan. 

"Apabila seluruh syarat hukum telah terpenuhi, penyidik akan menentukan langkah 

lanjutan dalam proses penanganan perkara ini," tegas Andre. 

Kejari Kuansing, kata Andre, berkomitmen dalam memberantas tindak pidana 

korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan daerah.  

Ia menegaskan, proses hukum terhadap kasus ini akan dilakukan secara transparan dan 

profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

Sumber berita:   

1. https://www.cakaplah.com/berita/baca/123767/2025/05/27/mantan-ketua-dprd-

kuansing-tersangka-dugaan-korupsi-proyek-hotel/#sthash.vkdvlcWK.dpbs, “Mantan 

Ketua DPRD Kuansing Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Hotel, 27 Mei 2025; 

2. https://www.merdeka.com/peristiwa/mantan-ketua-dprd-kuansing-jadi-tersangka-

korupsi-proyek-hotel-417859-mvk.html, “Mantan Ketua DPRD Kuansing Jadi 

Tersangka Korupsi Proyek Hotel”, 27 Mei 2025. 
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Catatan:  

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001. 

Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Pasal 1  angka 1 UU KPK adalah tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. 

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan 

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara 

dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta 

rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pasal 3 UU Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 

(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) 

dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak 

menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 

Pasal 3. 

Korupsi diatur di dalam 13 pasal di UU 31/1999 dan perubahannya yang kemudian 

dirumuskan menjadi 30 jenis-jenis tindak pidana korupsi. Ketiga puluh jenis tersebut 

disederhanakan ke dalam 7 jenis tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan 

kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, 

perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. 

Selain dapat dijatuhi pidana, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 UU Tipikor. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah: 

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang 

tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1371/node/29/uu-no-31-tahun-1999-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=uu_tipikor
https://www.hukumonline.com/kamus/t/tindak-pidana-korupsi
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termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu 

pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut; 

2. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta 

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi; 

3. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; 

4. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau 

sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada 

terpidana. 

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) 

bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka 

harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti 

tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk 

membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak 

melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam 

Undang-Undang Tipikor dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan 

pengadilan. 

 

Disclaimer: 

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan 

disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK 

Perwakilan Provinsi Riau. 


